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ABSTRACT

Study of implementation of Pergub DIY No. 110 th 2015 on the implementation
of the activities of the mining permit people

(case studies of people's illegal mining in the Kec. Cangkringan)

The research was distributed by the large number of cases of illegal

people’'s mining in the region of Kec. Cangkringan. Various policies have been
issued, and the specific policies of the last set of folk mining is the Pergub DIY
No. 110th 2015 on the implementation of the activities of people's mining permit
has been endorsed, but still not able to regulate the mining activity. Therefore, the
goal of this research is to know the process of the implementation of a policy that
IS running to later identify the factors restricting the policies that have been issued
and implemented in.
This research uses qualitative research methods with the model of graunded
theory, which studies are conducted in the field using inductive study of the
implementation of the policy only as a handle for the investigation. The subject of
research is the SKPD handles about a range of activities related to mining and the
various communities that become eleman miners or people affected by mining
activities directly against the people in the Kec. Cangkringan. The technique of
data collection is done in two ways, namely direct observation against the mining
activities of the people in the Kec. Cangkringan and conducting interviews with
key informants. The results of the research on the process of implementation
pergub No. DIY No. 110 th 2015 shows that Government through SKPD mining
indeed yet serious in farming out the mining folk, all steps that should have been
implemented yet indeed walk and it is still just an agenda. In addition, the
implementation of pergub influenced and has quite a lot of obstacles in the field,
these barriers arise from internal and external policy. Therefore, the Government
should be more focused through the SKPD in the folk mining handlers, so that the
sustainability of mining the disturbing wild nature and the welfare of society can
be avoided.
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ABSTRAK

Studi Implementasi Pergub DIY No. 110 th 2015 tentang pelaksanaan kegiatan
izin pertambangan rakyat
(studi kasus pertambangan rakyat ilegal di Kec. Cangkringan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pertambangan rakyat
ilegal di Wilayah Kec. Cangkringan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, dan
kebijakan terakhir yang spesifik mengatur masalah pertambangan rakyat adalah
Pergub DIY no.110 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan izin pertambangan
rakyat telah disahkan, namun tetap saja tidak mampu menertibkan aktivitas
tambang tersebut. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui proses implementasi kebijakan yang sedang berjalan untuk kemudian
mengidentifikasi faktor penghambat dari kebijakan yang telah dikeluarkan dan di
implementasikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model
graunded theory, dimana penlitian yang dilakukan secara induktif yaitu dengan
menggunakan bidang kajian implementasi kebijakan hanya sebagai pegangan
penyelidikan. Subjek penelitian adalah SKPD yang menangani tentang berbagai
kegiatan yang menyangkut pertambangan rakyat dan berbagai eleman masyarakat
yang menjadi penambang rakyat maupun terkena dampak langsung terhadap
kegiatan pertambangan rakyat di Kec. Cangkringan. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi langsung terhadap kegiatan
pertambangan rakyat di Kec. Cangkringan dan melakukan wawancara langsung
dengan informan kunci. Hasil penelitian terhadap proses implementasi pergub no
DIY no 110 tahun 2015 menunjukkan bahwa pemerintah melalui SKPD
pertambangan memang belum serius dalam menggarap bidang pertambangan
rakyat, segala langkah yang seharusnya telah diimplementasikan memang belum
berjalan dan masih sekedar agenda. Selain itu, pengimplementasian pergub
dipengaruhi dan memiliki hambatan yang cukup banyak di lapangan, hambatan
tersebut muncul dari internal kebijakan maupun eksternal. Oleh sebab itu,
pemerintah melalui SKPD hendaknya lebih fokus dalam penangan pertambangan
rakyat tersebut, agar pertambangan liar yang mengganggu kelestarian alam dan
kesejahteraan masyarakat dapat dihindari.



